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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis Program Aplikasi Sistem Informasi

Penanganan Tenaga Kerja Di Disnaker Provinsi Jatim Berbasis WEB dapat

disimpulkan bahwa :

1. Program Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Tenaga Kerja Di

Disnaker Provinsi Jatim Berbasis WEB sudah dapat berjalan dengan

baik dan lancar.

2. Program Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Tenaga Kerja Di

Disnaker Provinsi Jatim Berbasis WEB sudah dapat menggantikan

pengaduan secara manual dan verifikasi data dengan cepat dan akurat.

3. Program Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Tenaga Kerja Di

Disnaker Provinsi Jatim Berbasis WEB dapat mencetak hasil laporan

dari keseluruhan pengadu yang melakukan Pengaduan.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penyusun mengemukakan

beberapa saran agar program aplikasi ini lebih baik lagi

1. Program Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Tenaga Kerja Di

Disnaker Provinsi Jatim Berbasis WEB ini masih belum sempurna dan

agar lebih disempurnakan lagi.

2. Program Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Tenaga Kerja Di

Disnaker Provinsi Jatim Berbasis WEB agar lebih diperluas lagi

pengembangan sistemnya.

3. Program Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Tenaga Kerja Di

Disnaker Provinsi Jatim Berbasis WEB agar bisa kedepannya

dilengkapi lagi.
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